Simulasi Makan Bergizi Gratis di SLB Kutai Barat
Penuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Sumber gambar:Koran Kaltim  Rabu, 15/01/2025

BARONG TONGKOK - Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kutai Barat menjadi
lokasi simulasi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan Pemprov Kaltim melalui
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Selasa (14/1).

Penjabat (Pj) Gubernur, Akmal Malik mengatakan simulasi MBG merupakan bagian dari
rangkaian kunjungan kerja bersama jajaran Pemprov Kaltim, Anggota DPD dan DPR RI,
DPRD Kaltim beserta jajaran terkait untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Karena programnya belum masuk ke Kabupaten Kutai Barat, jadi kita menganggarkan
simulasi menggunakan dana APBD Provinsi di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kaltim. Mudah-mudahan segera muncul petunjuk teknis dari pusat yang leading
sectornya Badan Gizi Nasional. Kita hanya memberikan dukungan, tapi kami lihat tadi
secara umum anak-anak kita menikmati walaupun masih simulasi," jelas Akmal Malik.

Terkait fasilitas di SLB Kutai Barat, Akmal menyebut banyak mendapatkan masukan baik
dari pihak sekolah maupun orang tua siswa yang secara umum terkait pembangunannya
sudah bagus.

"Namun beberapa kelemahan tadi adalah kekurangan jumlah guru, tenaga pengajar, dan
tenaga konsultan kesehatan, dan juga kita akan membantu nanti kendaraan," sebutnya.

Karena, lanjut Akmal, jumlah siswanya ternyata sekitar 118 orang dan jumlah guru sekitar
18 orang. Domisili siswa siswi ternyata tersebar di wilayah Kutai Barat sehingga para
orang tua siswa mengeluhkan sarana transportasi untuk akses ke SLB Negeri Kutai Barat.

"Tadi kita sudah sepakat akan mencari kendaraan yang layak pakai di Pemprov Kaltim
untuk dipinjam pakaikan kepada SLB Negeri Kutai Barat untuk menjemput anak-anak,
karena memang kan kondisi mereka tidak sempurna jadi untuk anak-anak berkebutuhan
khusus butuh penanganan khusus," jelas Akmal.

"Kita akan segera mencarikan kendaraan secepatnya agar hak-hak anak berkebutuhan
khusus ini bisa terpenuhi. Tentunya juga dengan dukungan Anggota DPR dan DPD RI
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serta DPRD Kaltim. Artinya kita akan memberikan hak yang sama bagi anak
berkebutuhan khusus," pungkas Akmal.

Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Akmal beserta Anggota DPR dan DPD RI, serta DPRD
Kaltim, dan Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni melihat langsung simulasi makan
bergizi gratis di ruang-ruang kelas SLB Negeri Kutai Barat, sekaligus menyerahkan
bingkisan kepada siswa siswi SLB. (adv/her/sul/ky)
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Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang
Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi
tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4, diberikan kepada:

a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan,
pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan
pendidikan pesantren;

b. anak usia di bawah lima tahun;

¢. ibu hamil; dan

d. ibu menyusui.

3. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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